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WALI KOTA MEDAN W
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN -
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG '

PEMBENTEEAN BNIY PEEARHAMNA TERNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat |

WALT KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2007
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan, pertu membentuk Peraturan Wali Kota
tenitang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekoial:
Dasar Megeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negars
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nemor 8 Drt Tahun 1936 tentang
Pambentukan Daecrah Otonem  Kota-Fota  Besar
Dalam fLingkungan Daerah Propins:  Sumatera
Utara (Lernbaran  MNegara  Hepublik  Indonesiz

Tahun 1956 MNomor 5% Tambahan Lembarvan .

Negara Republik indonesia Nomor 10921

Undang-Undafg Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern  Pendidiken  Masional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4301];

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tenlang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomor IR

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nepara [Lembaran Megara Republix
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Pemenntahan Dacrab (Lembaran Negara Republik
Ingdonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah divbabh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemenntahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Meomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1573
tentang Perluasan Daersh  Kotamadya Medan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1573
Momaor 28, Tambahan Lembaran MNegara Eepublil
Indonesia Nomar 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1941
tentang Pembentukan Kecamatan Berastam Dan
Mardinding i Wilayah  Kabupaten Daerah
Tingkat 1 Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huts
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di  Wilavah
Kahupaten Daerah Tingkat [ Simalingun.
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah  HKabupaten
Dacrah Tingkat Il Daid Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Hebvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilavah Kolamadya
Daeran Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propins
Daerah  Tinpkat [ Sumatera Utara [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952
tentang Pembentukan 18  (Delapan  Belas)
Kecamatan Ui Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat |l Simalungun, Daiti, Tapanuii
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkal dan Wilayah HKotamadya Daerah
Tingkat 11 Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara [Lembaran  Mepara

BN
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11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

12.

L3

14.

16,

i

tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2005 Womor 4L,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4406}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah MNomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor S0, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 18635

Peraturan Pemerintah Nomor 485  Tahun 2008
tentang Pendanaan pendidikan {Lembaran Megara
Republik [ndonesiz  Tahun 2008 Momeor 91,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
MNomaor 4864];

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolahan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Megara  Republik [ndonesia  Nomor  5105)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 66 Tahun 010 tentang
Perubahan Atas FPeraturan Pemerintah MNomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan [Lembaran  Megara
Republik Indonesia  Tahun 2010 MNompor F12
Tambahan Lembaran MNegara Repuhlik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan hkebudayaan

Nomer 19 Tahun 2007 tentang Srandar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dap
enenpah;

praturan  Menteri  Dalam Megeri  Nomor L2

Tahun 2017 tentang Pedoman Pernbentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Uniz Pelaksana
Teknis Daerah |Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2017 Homor 4315

Menetapkan :

17. Peraturan  Dawrah  Kota  Medan  Nomo 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangial
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 MNomor 15, Tambahan Lembarnn
Dagrah Kota Medan Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor | Tahun 2017
tentang  Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas
Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
{Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1},
sebagaimana telah dinbab dengan Peraturan Wali
Kota Medan MNomor 40 Tahun 2017 tentanyg
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan
Nomer 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Qusunan Creanisasi, Tugas Dan Fungsi, [Dan Tawa
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang  Fincian Tupas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan {Benta Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomaor 58]

MEMUTUSEAR:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTURAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKCLAH  DASAR
NEGER! PADA DINAS FENDIDIKAN RKOTA MEDAN,

BAE |
KETENTUAN UMLUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

9 Pemerintahan  Daerah  adalah penyvelenggaraan  uUrusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantusn
dengan prinsip otonomi seluas-tuasnya dalam sistem dan prinsip
Mepara Hesatuan Republik Indonesia sehagaimana  dimalsud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik  Indonesia
Tahun 1945, :

3. Pemerintah Daerah  adalah Wali Kota schagal unsur
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Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan,

;s
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Seloetaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

#. Sekolah Dasar Megeri yang selanjutnya disingkat 3D Negen
adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;

9, Kepala Seckolah Dasar MNegeri adalah guru vang ciberi tugas
tambahan sebagai kepala sekolah;

i0, Unit Pelaksana Teknis yvang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB L
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS! DAN
SUSUNAN ORGANISAS!

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pagal 2

(1} Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Neperi di lingkungan
Dinas.

(2] UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} terdapat dalam
" lampiran | yang merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari
peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1} UFT Sekolah Dasar Negeri merupakan UFT yang bherada di
lingkungan Dinas,

2] UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru vang dibert upas
tambahan sebagai Kepala UPT vang berkedudukan di bawahn dan
pertanggungiawal kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Paragral 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Neperi mempunyal tugas menyelenggarakan
proses  belajar  mengajar dan  pelayanan  pendidikan  lingkup
pendidikan  sekolah  dasar  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggaralan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mernpunvai fungsi :

a. nenyelengparakan kegiatan pendidikan;

L. mermbing kesiswaan;

c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi goru dan fenapgs
kependidikan lainnya;

d, menyelenpgarakan administrasi sekolah;

e, merencanakan pengembangan, pendayagunaan. dan

pemeliharaan sarana prasarana;

melaksanakan hubungan sekolah denpan lingkungan, orang tua

dan /masyarakat; K

g, melaksanakan relrutmen siswa  berdasarkan peera L ran
perundang-undangan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

==

Bagian Ketiga
Susunan Organisast

Pasal &

Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeni terdini atas:
wepala UPT Sekaolah Dasar Negeri,

. Kepala Tata Usaha;

. Kepala Perpustakaan,

_Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya;
cddan

e, Pelaksana.

=P B

{2} Bagan strukiur organisasi  UPT  Sekolah  Uasar MNegen
sebagrimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam lampiran
Il Peraturan Wali Kota i

Pasal 7

*asal & ayat (1)
= s m el T



Pas=al 8

[1) Jabatan kepala perpuesiakaan sebagaimana  dimaksud  dalam

(2)

(3

[

Pasal 6 ayat (1) huruf o, direalisasikan pengisian jabatannya
berdasarkan  kebutuhan il dan  perpustakeannya telah
memenuhi standar serta sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin eoleh
seorang pejabat fungsional gure, pustakawan dan/atau pejabat
fungsional  lainnya yang diberi  tugas  tambahan  untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola
perpustakaan, dan bertangungjawah kepad. Kepala UFT,

Tugas, fungsi dan tangeungawab sebagaimana pada ayvat (2}
ditetapkan oleh kepala UFT berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan kepala perpustakaan dilakzanakan oleh Kepala

Dinas  berdasarkan  usulan  dan Kepala UPFT  berdasarkan
peraturan perundang-undangan

BADR I
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negen

FPasai 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sckalah Dasar Negen adalah ©

.

merencanakan program  dan  kegiatan pembelajaran Sekolsh
Dasar Neger dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana
strategis, lkurikulum, dan rencana  kerja  Dinas  untok
terlakssnanya sinergilas PECCNCATIAAT,

menyusun bahan kebijakan teknis  operasional,  standar
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kega. evaluasi fabatan, dian  standar
lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk diretapkan ichsh
lanjut oleh Kepala Dinas schingga terselenggaranya akiivilas dan
tugas secara oplimal;

membagi tugas, pembimbingan. penilaian, penghargasn. dan_

i°3

[k,

menganalisis  tantanpan, peleang, kekuatan, dan kelemahan
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sckolah serta
keputusan penting lainnya dengan melibatkan gura, komite
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasil untuk
menciptakan dulungan intensil dari orang tua peserta didik dan
masyarakat,

menjaga dan meningkatkan motivasi kegja pendidik dan tenaga
kependidikan  dengan  menggunakan  sistem  pernberian
penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode etik;

menciptakan lingkungan pembelajaran yang eleitif bagl peserta
didik;

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan
partisipatif mengenai pelaksanaan kurikolum,

melaksanakan dan  merumuskan  program  supervisi, serta
memanfaatkan  hasil supervisi untuk meningkatkan  kinerja
sekolah;

. melaksanakan penyusunan dan memuetuskan tata tertih proses

belajar mengajar dengan melibatkan  pihak  terkait untuk
meningkatkan muty  pendidikan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan;

memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan
visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik  dan
didukung oleh komunitas selolah;

membanti, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah
dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik
lernbapa dan profesi; _ ]
melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, efisien dan efektif; o
menjalin kerja sama dengan  orang tua  peseria 'l:'hdlk dan
masyarakat, dan komile sekolah menanggapt kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang heragam, dan memobilisasi sumber
daya masyarakat; ;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; da_.n
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan aleh Ecepalf& dinas.

Bagian Kedus
Kepala Tata Usaha

Pasgal 10
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b melaporkan hasil pelaksaraan tugas kepada wepala UPT, dan
¢, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UFT. .

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasgal 12

(1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana
berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisisi
beban kerja dan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang.
undangarn; :

[#) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas telonis
operasional yang menjadi tugas dan tanpgungawahnya selaky
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja  berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

{3 Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembaniu atau Bendeharm
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana  berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan, i

BAB 1V
TATA KERJA

Pazal 13

{l) Dalam rangka meningkatkan kualitas  pelayanan  pendidikan
formal maka Kepala [Mnas mengevaluasi dan/atau menetapkan
gtandar pelayanan, standar pperasional pmsedfai—__ katak
pengaduan, serta secara herkala melaksanakan surved Kepuasan
Masyarakat (SEM} pada Sekolah  Dasar DNegen berdasarkan
peTaturan perundang-undangan.

{2] Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib mgnerapk;m
prinsip  koordinasi, integrasi dan  sinkronisast U ntuk
terselengparanya  proses helajar mengajar  dan pelayanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

i3] Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan 1}51; !c-|3:1r_1-.
penyimpangan agar mengambil langkah-tangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

{4] Kepala UFT bertanggung jawab memimpin dan mcngoord_én:.-:ii]- 5

b. menyiapkan hahan  kebijakan teknis  cperasional, standar
_u:rpe.r-.ls'mna] prosedur, standar  kompetensi  jabatan, analisis
;uf}alan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekolah Dasar Megeri untuk ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenpgaranya aktivitas dan
Higas secara optimal;

c. membag tugas, pembimbingan, penilaian, penghargasn, dan
pd:nf_:gakanfpcmmﬁcaan kedisiplinan Pegawal ASN (reward and
purishment] lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran
tugas Sekolah Dasar MNegeri berdasarkan  atas  peraturan
perundang-undangan;

d. melakuken penpoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan,
verifikasi, penghifungan anggaran, dan pertanggungawaban
angearan Scekolah Dasar Negoeri; .

e, melalmkan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai i
lingkungan Sekolah Dasar Neger;

f. melakukan pengoordinasian dan penyelinan urusan pembayvarcan

lanja pegawal, belanjs barang, belanja modal, dan pembavaran
lainnya,

g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;

h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan;

i. melakukan kerja sama i bidang pengembangan  dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

3. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan. dan

learsipan;
k. melakukan vurusan publikasi dan dekumentasi;
1. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan,

penerimaan, inventarisast, penyimpanan, penghapusan  dan
pendistribusian barang milik daerah; 5

m. melakukan penpoordinasian dan penyeliaan urusan kesmanad,
ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Dasar Negeri;

n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dat prasarana,

o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peseria
didik dan masyarakat;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
Dasar Negeri; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
Kepala UPT,

Bagian ketiga
Helompok Jabatan Fungsional Guru Ban fungsional lainnya

Pazal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional



ALAMAT SEMOLAH

A0 MEGERI 0BT692

L. RAWE V KOMPLEK YUKA MARTUBUNG

TANGHAHAN

[MEDAN LABLIHAN

NO KAMA SEKOLAH — )
S b ARLAN § 2] HELURAHAN | Ll

217 |50 REGERI 064997 L BAWE V ROMPLER YURA MARTUBUNG TANGRAHAN i )

218 |50 NEGERT 065001 1. BATANG RILAT LINGK. III [SET MaT] IMEDAN LABUHAN _____

210 |50 NEGERL 065002 JL. CHAIDIR [HELAYAN INDAH MEDAN LABUHAN llA

290 |50 HEGERI CH5003 [JL. Chmeciir Nelayan indah = 7 Helayan MEDAN LABUHAN

391 |50 MEGER! DBREST JL. KAMPUNG BAHARI BESAR MEDAN LARUHAN I1_

227 |50 NEGER] 066660 JL. TALT 1f TAMAN DEL] UTAMA — [TANGRAHAN ____  MEDAN LABUHAN

223 |5D NEQER] 067265 L. BATANG KILAT SE] MATL MEDAN LABUHAN - |

234 |50 NEGER] 067260 T TELUR HARU LINGRUNGAN ¥ MARTUBMARTIBLING MELAN LABUHAK

295 |50 NEGER! 067267 L. TAUT 10 TAMAN DEL] UTAMA [ TATGHAHAN IMEDAN LASUHAN kA

226 |50 NEGER] 067268 JL. RAWE 1T TANGRAHAN MEDAN LABUHAN

227 |80 NEGER] 067263 Jl. RAWE T Tangkahan MEDAN LABLTHAN _

51 HEGER! 068292

JL. KL ¥03 SUDARSD KM 16,5

MARTUBUNRG

IMEDAMN LABLIHAN

50 NEGER] 068426

e — =T

JL. CHAIDIE No. 03,

[HELAAN INDAH :

MEDAN LABUHAN

S0 NEGERT DBE4TH

L. TANGGUIL DAMAL BLOK I GRIYA MARTBESAR

MEDAN LABUFAN

MEDAN LABUHAN

2532 |80 NEGERL 068475 TJL. TUAR RAYA BLOK I GRIYA MARTUBUNBESAR
233 |80 NEGER] 060785 JL. B, KATAMSO CGg. BALAI DESA No.366  |SEl MATI MEDANT MAIMLIN

MEDAN MAIMUN

232 |SD NEGER] 060793 JL. B. KATAMSO HAMPUNG BARU
235 |50 NEGERI GH0R98 L. B.EATAME0 GU.DALAI DESA N0.366  |SEI MATI MEDAN MAIMUN |
236 |50 NEGERI 060859 JL.E.KATAMSO (6. PERBATASAN KP.BARU MEDAN MAIMUN
237 S0 NEGER: 060902 JL. MANGKUBLUMI NO & AUR MEDAN MAIMUN ]
2738 |50 NEGERI 0A0904 JL, MULTATULI HAMDAN MEDAN MAIMUN
[ 230 |80 NEGER 960905 JL. B.KATAMSO g BALAI DESA SEI MATI MEDAN MATMUN
340 |80 NEQER] 060307 JL. PASAR SENEN KE.BARU MEDAN MAIMUN
[241 |50 NEGER; 064951 L. PABAR SENEN KP.BARLU MEDAN MAIMUN
247 [3D NEGERI 054080 JL. PASAR SENEN NO.11 HP.BARU MEDAN MAIMUN _
243 |50 NEOERI 057092 JL. B.KATAMSO CO.MERDEKA SEI MATT MEDAN MATMUN
24t |30 NEGERI NO. 060954 IL. KAPT. RAHMAD BUDDIN TERJUN MEDAN MARELAN

MEDAN MARELAN

245 |50 NEGERI HO. 060355 JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN GG, RAWAI LEPAYA PASIR
T4 |50 NEGERL MO, 084006 JL. MARELAN RAYA PASAR [f TRENGAS PULAL MEDAN MARELAN ]
(247 (50 NEGER] NO, DB400T JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN TEHRJUN MEDAN MARELAN
345 |50 NEQERL NO. 064003 L. EAFT. RAHMAD BUDDIN RENGAS PULAU MEDAN MARELAN
240 |30 NEGER! NO. 064094 JL. MARELAN RAYA TANAH ENAM RATUS MEDAN MARELAN |
| 230 15D WEGER] HO. 064996 JL. DURLNG PSR V1 AMNDAN SAR! | TERJUN MEDAN MARELAN
25] |50 NEGER! NC. D6439E JL. AMD LINGHUNGAN 22 RENGAS PULAU MEDAN MARELAN ]
252 |30 NEGER[ NO. 064950 J1.. MARELAN [! PASAR TV TIMUE [RENGAS FULAU ____ |MEDAN MARELAN
283 |80 NEGERI NO. 065000 1. KAPT. RAHMAD BUDDIN GG.JAGUNG [TERJUN MEDAN MARELAN ]
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